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BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun
1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tghun 2003
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembarann Negcara Republik Indonesia Nomor
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1.3

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5387; sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomnor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 4578);

. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006

tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Noror 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 7);

Peraturan Bupati Jepara Nomor- 22 Tahun 2013 tentang
Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan
Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan
Bendahara Penerima Pembantu (Berita Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2013 Nomor 203) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupat Jepara Nomor 30 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupatli Jepara Nomor 22
Tahun 2013 Tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut,
Bendahara Penerima Dan Bendahara Penerima Pembantu
(Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 276).




MEMUTUSKAIN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

BAB |
KETENTUAIN UMUIM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

A

10.

Daerah adalah Kabupaten Jepara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati scbagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Jepara.

Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pajak Daerah.

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang
Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajb
kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logarn dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang
mineral dan batubara.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran papk yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas
Daerah melalui tempat pembayaran vang ditunjuk oleh Bupati,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

1 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya

disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
mamdarhan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Sw-ar Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDIB, adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah kelebihan
== hzwmran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
vang temutang atau seharusnya tidak terutang.
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(1)

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, vang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak vang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarmiva dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak
ada laedit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda.

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguj kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh Wajib Pajpk digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BARB Il
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan
pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
asbes;
batu tulis;
batu setengah permata;
batu kapur;
batu apung;
batu permata,
bentonit;
dolomit;
feldspar;
garam batu (halite);
grafit;
granit/ andesit;
. gips;
kalsit;
kaolin;
leusit;
magnesit;
mika;
marmer;
nitrat;
opsidien;
oker;
. pasir dan kerikil;
pasir kuarsa;
perlit;
phospat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatome;
dd. tanah liat / tanah urug;
ee. tawas (alum),
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hh. Mineral Bukan Logam dan Baruan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Termasuk objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan
pengolahan mineral bukan logam dan batuan vang belum dipungut pajak
mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan
bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
scbagaimana dimaksud pada avat (1) adalah:

a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-
nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti Kkegiatan
pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang
listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa
air/gas;

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang
merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak
dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau
Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual
Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada avat (2) adalah harga rata-rata
yang berlaku di lokasi setempat di wilay/ah daerah yang bersangkutan.

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada avat (3) sulit diperoleh, digunakan harga
standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang
pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 5

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan ditetapkan sebesar 20 % (dua
puluh persen).




Pasai 6

Beseras | ool Pame Mincmal Bukan Logam dan Batuan yang terutang
fibtoee e Been —emgalikan tanf pajak sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 5 de—wsmam @ases percen aan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
BAB IV
MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Pasal 7
Masa Pans!l yang lamanya sama dengan Il(satu) bulan
calses tabun takwim.

Pasal8

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1l(satu) tahun takwim.
BABV
PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal9

(1) Setiap subjek pajak harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan
formulir pendaftaran kepada Kepala Dinas.

(2) Apabila pengisian formulir benar dan lampirannya lengkap, selanjutnya
dicatat dalam daftar induk wajib pajak serta dibuatkan kartu Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(3) Apabila pengisian belum lengkap formulir pendaftaran dan lampirannya
dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi.

(4) Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD).

(5) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD.

(6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan
disampaikan kepada Dinas.

(7) Pengembalian SPTPD disampaikan kepada Dinas selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(8) SPTPD yang disampaikan memuat pelaporan nilai jual hasil pengambilan
mineral bukan logam dan batuan.

(9) Setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran dengan membayar
sendiri wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan
pajak terutang dengan menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (4)

(10) Setiap wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang tidak mengisi
SPTPD bagi wajib pajak, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.

11) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Bupati dapat menerbitkan : t




or

(13)

(15)

(16)

(17)

SEFDESI st — == dimaksud pada ayat (11) huruf a diterbitkan :

Ssesils Sesssso-ian hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
merumeme txizk atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi
berume Bunea sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pa jak yang
Sureee an=u terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
g erpa:) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

apesiz2 SSPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (
s=pat loelas) hari kerja sejak pembayaran atau yang seharusnya dibayar
kemada Hotel, setelah ditegur secara tertulis tertentu tidak disampaikan
sala waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
Alnrurg dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
-.erutangnya pajak;

apabila kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung darl pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diterbitkan
apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a dan huruf b
tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri

sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (11) didelegasikan
pada Kepala Dinas. '

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

1) Perbayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk,
sesual waktu yang ditentukan dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
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(2) Apabila pec bewssss gmek clasnken ditempat lain atau yang ditunjuk

atau dipungt SiS sesueas sak, hasl penerimaan pajak harus disetor ke
kas daerah ISMSEBS 7 2>== pencrima pada Dinas.

(3) Bendahiara peme=——=z Derkewajiban menyetorkan penerimaan ke kas daerah

pada pos @ seltening vang sudah d@irentukan, selambat-lambatnya dalam
wakiu I x 2% =m

(4) Penyetamarp Pereriomaan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu

(6)

I x 2% sam sebagaimana dimaksud awat (3) dikecualikan :

a Ermenz berdasarkan jarak ke tempat penyetoran melebihi 25 Km (dua
gizh hma kilometer), penyetoran dilakukan 1 (satu) hari kerja
Ser iy

ty

. xrmteria berdasarkan kondisi geografis adalah kondisi wilayah yang
tenisolir, kepulauan dan cukup sulit dijangkau khususnya Kecamatan
Rarimunjawa, penyetoran dilakukan paling lambat 7 {tujuh) hari kerja
berikuinya;

c. kriteria berdasarkan besaran nominal penerimaan adalah nilai nominal
dibawah Rp. 300.000,- (tiga ratus ~ibu rupiah) per hari, penyetoran dapat
dilakukan paling lambat 1 (satu) han kerja berikutnya;

d. kriteria berdasarkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada hari libur
yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka
penyvetoran dilakukan pada hari kerja berikutnva.

Pasal 11
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Berdasarkan permohonan Wajb Pajak, Bupati dapat memberikan
penetapan untuk mengangsur pajak.

Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan
pada Kepala Dinas.

Permohonan angsuran pajak Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia disertai alasan vang jelas dalam jangka waktu paling
lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak saat terutangnva Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan.

Angsuran pembayvaran pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2} harus
dilakukan secara teratur dan maksimal angsuran 3 (tiga) kali pembayaran
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua porsen) per bulan dari jumlah
pajak vang belum atau kurang bayar.

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Kepala Dinas dapat memberikan
kepurtusan untuk menunda pembaysaran paling lama 3 {tiga) bulan dengan
dikenakan bungan 2% (dua persen) per bulan dari jumiah pajak vang
belum atau kurang bayar.

Permohonan penundaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
sebagaimana dimaksud ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Kepala
Dinas dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan
yangjelas.




(p

Permohomas anse = = dzn penundaan pembayaran Pajak Mineral Bukan
Lozam Da= Besuen sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (J)
diajukan demgen melampirkan :

a. fowocgs et as pribadig
b. fotoocopw S5°D

(9) Eena2l= Dimas dapat menolak dan/atau menyetujui permintaan Wajib
Paizk 2ias pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak
Mze==! Bulcan Logam Dan Batuan.

|10} Pesserujuan dan penolakan pembayaran angsuran dan penundaan Pajak
M -eral Bukan Logam Dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
2= e apkan dengan Keputusan Kepala Dinas, paling lama 15 ( lima belas )
hart kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 12

Setiap pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan diberikan tanda
bukt pembayaran berupa SSPD dan atau alat bukti pembayaran yang
dipersamakan dan dianggap sah serta dibukukan sesuai dengan Ketentuan
yvang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 13

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejemis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan paipk dikeluarkan 7 (tujuh ) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi
pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar udak dilunasi dalam jangka
waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, jumnlah pajak yang harus dibayar ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Bupat: menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu )
hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis disampaikan, Bupati segera menerbitkan surat paksa.

Pasal 15
Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24

jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.




BAB VI

TATA CARS PENGURAINNGAIN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAIN PAJAK

Pasal 16

Wajib Pzgak dapal mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan
pembebaszn Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan kepada Bupati.

?) Rez=wrzman dan pen.ourangan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
ke= fa wajib pajpk dengan mempertimbangkan:

xegiatan terkena bencana;

b. k emampuan membayar wajib pajak;

c. kegiatan obyek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program

pemerintah.

(3 Pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dapat diberikan
kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:

a. operasional kegiatan pada 3 (tiga) bulan pertama;

b. kegiatan terkena bencana.

Pasal 17

(1) Permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 diajukan secara tertulis dalam
Bahasa Indonesia dengan disertakan alasan yang jelas, dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak Mineral Bukan
Logam Dan Batuan.

(2) Permohonan pengurangan Keringanan Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirt:

a)
D)
c)
d)

fotocopy SSPD;
fotocopy dokumen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
fotocopy KTP atau identitas lainnya

apabila Wajib Pajak tidak bisa memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena keadaan diluar
kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan
tersebut.

Pasal 18

(1) Besarnya keringanan dgn pengurangan Pajak Mineral Bukan Logam Dan
Batuan vang dapat diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

a,

Paling banyak sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pajak yang
terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf a dengan ketentuan dampak bencana ringan;

Paling banyak sebesar 50 % ( lima puluh persen } dari pajak yang
terutang untux Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf a dan huruf b dengan ketentuan dampak bencana sedang;

Paling banyak sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari pajak yang

terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2)
huruf c;
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Pasal 19

(l}keputusarn &as permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bizlan sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan
sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.

{3) Apalhila telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
keputisan belum diberikan maka permohonan pengurangan dan
kerizgz nan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1) Reputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak diberikan
oleh Bupati dalam hal pajak terutang lebih dari Rp. 5.000.000,- ( lima juta
rupiah ).

(2} Keputusan atas permohonan pengurangan dan atau keringanan pajak
dalam hal pajak diberikan oleh Kepala Dinas dalam hal pajak yang
terutang paling banyak Rp. 5.000.000,-( limajuta rupiah).

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKS] ADMINISTRASI

Pasal 21

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah,;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak;

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena bukan kesalahan Wajib Pajak.

(2) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan pada
Kepala Dinas.

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan
secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya
30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

[4) Kepala Dinas paling lama 3 (tiga)] bulan sejak surat permohonan
sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, sudah harus memberikan
keputusan;

[5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (4)
Repala Dinas tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pen.curangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
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BAB IX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 22

(1) Wjib Pajgk vang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.
300.000 000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pexiikzan dan pencatatan.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan secara
term’h, reratur dan benar sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku
secara umuim.

(3) Untuk menguii kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan
lain dalam rangka melaksanakan Kketentuan perundang-undangan
perpajakan daerah, petugas pajak daerah dapat melakukan pemeriksaan
pada wajb pajak.

(4) Pemeriksaaan pajak oleh petugas pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bisa dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada
wajib pajak.

(5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:

a. Menguji kewenangan kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak;

b. Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak yang
tercantum dalam SSPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(6) Untuk keperluan pemeriksaan Wajib Pajak diwajibkan :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek Pajak yang terutang;

b. Memberikan Kkesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
BABX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas:
SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB;

SKPDN;

Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpa jakan.

oo o

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.




(3]

(3)Keberatzs hamss diaind an dalam png ka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
seiak tasg==! SKE PDAB SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau
pemunzoan  olsh  Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
pemunéangindangan perpajakan diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila
Waziih Pa=k dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhs Earerna keadaan diluar kekuasaannya.

o

) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima,
sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(5) Appabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud
pada avat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan
k eberatan dianggap dikabulkan.

(6] Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit yang telah disetujui oleh
Wajb Pajk.

(7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 24

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajk
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan
keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dan surat
keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan
banding.

Pasal 25

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua
puiuh empat) bulan.

(2) Imbalan bunga dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampal diterbitkannya SKPDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permochonan banding di tolak atau dikabulkan sehingga Wajib
Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan
mnermbavaran nalak vaneo telabh dibavar sebelum mencaiukan keberatan.




BAB XI

TATA CARA PENGEIMBALIAIN KELEBIHAN
PEMBAYARAIN PAJAK

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian Kkelebihan
perbarraran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan
selcurang-lkurangnva :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarmva kelebihan pembayaran Pajak;
d. Alasan vang jelas.

(2) Bupatu dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,
Bupati tidax memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka Kelebihan
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2} langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) pembayarannya
dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA
Pasal 28

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b. ada pengakuan utang pajak dar wajib Pajk baik langsung maupun
tidak langsung,




(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teeuran dan Surat Paksa sebagaimana
dimax sud pada aval (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penvampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b. adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5] Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
avar (2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembavaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.

BAB XIII
PENGAWASAN DAN SENGKETA

Pasal 29

(1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait
lainnya.

(2) Dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan pengendalian Pajak
Mineral Bukan Logam dan batuan, maka Bupati dapat membentuk Tim
Pengawasan dan Penyelesailan Sengketa Pajak Daerah.

Pasal30

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BARSN -
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2015

J1 JEPABA, '

T ?

'MARZ
AHMAD MARZUQI
Diundangkan di Jepara
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 5%




